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ANGGARAN DASAR

BUM DESA SAWAH BAHU MUARA GULA BARU
MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai
pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir.
Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum.
Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai
konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan
masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan
berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli
Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang — Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut
adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan
BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap
menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing — masing
individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Sawah Bahu Muara Gula Baru Desa Muara
Gula Baru. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa Sawah Bahu Muara Gula Baru berkedudukan diwilayah Desa
Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim.

BAB I1I
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

Maksud pembentukan BUM Desa Sawah Bahu Muara Gula Baru adalah untuk
mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Muara
Gula Baru.



Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa Sawah Bahu Muara Gula Baru adalah :

a. Meningkatkan perekonomian Desa Muara Gula Baru;

b. Meningkatkan pendapatan asli Desa Muara Gula Baru;

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Desa;
d. Menjadi tulang pungung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Muara
Gula Baru;
BAB III
JENIS USAHA
Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat :
(1) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar maupun eceran yang
meliputi :

a.

47811 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan
Palawija : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran padi dan
palawija, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka
(emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau
didorong (los pasar), seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas,
kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong;

. 47812 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-

Buahan : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran buah-
buahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka
(emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau
didorong (los pasar), seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian,
mangga dan lain-lain;

47813 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-
Sayuran : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran sayur-
sayuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka
(emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau
didorong (los pasar), seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel,
terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah;
47814 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil
Peternakan : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil
peternakan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi
muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah
atau didorong (los pasar), seperti susu dan telur, daging ternak dan
unggas;

47823 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir,
Gula Merah Dan Sejenisnya : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran kopi, gula pasir, gula merah dan teh yang dilakukan di pinggir jalan
umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar
yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar);



f. 47824 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco
Dan Oncom : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tahu,
tempe, tauco dan oncom yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima),
serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat
dipindah-pindah atau didorong (los pasar);

g. 47832 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian : Kelompok
ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam pakaian baik
terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan yang dilakukan di pinggir
jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di
pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti
kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster,
singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian
adat, mukena dan jubah;

h. 47863 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah
Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin : Kelompok ini mencakup
usaha perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur
yang terbuat dari plastik atau melamin yang dilakukan di pinggir jalan
umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar
yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti piring, pisin,
mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi,
panci, baki, ember, termos dan jrigen;

(2) Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

a. 41020 kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi
pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan
untuk bangunan gedung.

b. 42930 Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi
pabrik seperti beton pracetak, baja, plastic, erection, dan/atau perakitan
untuk bangunan sipil.

(3) Menjalankan usaha dalam bidang penyewaan alat pesta dan persedekahan

(tenda, kursi, panggung dan lainnya)

77291 kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna uaha
tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda,
kursi tamu, kuersi pelaminan dan dekor serta kostum, peralatan makan dan
saji, peralatan music dan perlengkapan pesta lainnya.

(4) Menjalan usaha dalam bidang penyewaan peralatan konstruksi (molen):

77393 kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha
tanpa hak opsi (operasional leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan
teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori Derek
(crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak
termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan
mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya
dengan operatornya.

(5) Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:

a. 93232 Taman Rekreasi/Taman Wisata : Kelompok ini mencakup suatu
usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk



memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur
hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu
kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 5

a. Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa;
. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana
operasional, penasihat, dan/atau pengawas;
c. Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh
Pemerintah Desa;

o

Pasal 6
Musyawarah Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 7

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat
untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah
Desa menjadi rencana program kerja;
b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa
mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh
Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan
dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk
melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender.



Pasal 8

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b

dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya
keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau

pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:

a. Kepala Desa;
b. BPD; dan
c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyerta modal;
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan;
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM
Desa/Unit Usaha BUM Desa.

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk

mencapai mufakat.

Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

a.
b.
C.

5 e 0
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menetapkan pendirian BUM Desa;

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban,
serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;

mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM
Desa;

mengangkat pengawas;

mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program Kkerja yang

diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan
penasihat;

memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah
investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan

kegiatan tertentu;



<

. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa
dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;

menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan
tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset
BUM Desa;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur
kesengajaan atau kelalaian;

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal
penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan
iktikad baik melaksanakan pertanggung jawaban,;

memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena
keadaan tertentu;

menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan
pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
meminta dan menerima pertanggung jawaban penyelesai; dan

. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk

melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau
kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 11

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

a.

b.

bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai
keputusan Musyawarah Desa;

dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana
operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam
rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;



f.

melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum
diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa
berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM

Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa; dan

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM
Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu
dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

a.

b.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana
program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa;

bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan
usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM
Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau
keputusan Musyawarah Desa;

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan

. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan

pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

a.

b.

memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan;
dan
Memperoleh penghasilan terdiri atas:

1. Gaji yang besarannya 10% dari omset perbulan.
2. Insentif akhir tahun yang besarannya 10% dari perhitungan sisa hasil

usaha.



Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 15

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya
disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang
perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur
masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat meliputi:

a. warga Desa Muara Gula Baru nama Desa Muara Gula Baru;sehat jasmani
dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat
tugas sebagai Direktur);

b. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas sebagai direktur;

c. berpendidikan minimal SMA /Madrasah Aliyah /SMK atau
sederajat;mampu melaksanakan perbuatan hukum;

d. tidak pernah dinyatakan pailit;tidak pernah dinyatakan bersalah dan
menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha

dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

h. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang
- undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.

Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena
alasan:

a.
b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau
peraturan perundang-undangan,;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;



€.

f.

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan
mengundurkan diri.

Pasal 18

Direktur berwenang:

a.

b.

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai
dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah
Desa;mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal
organisasi maupun dengan pihak lain;

mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan
bendahara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  mengenai
ketenagakerjaan;

melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah
Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM
Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai
ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk
penyelesai; dan

mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau
perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala
hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di
dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur bertugas:

a.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa
untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM
Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan
mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana



diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk
diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan
pengawas;

atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa
kepada penasihat;

menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan
analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka
perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk
diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 20

Direktur berhak:

a.

mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian;

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;

(1)

(2)

Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Gaji yang besarannya 10% dari omset perbulan.

2. Insentif akhir tahun yang besarannya 10% dari perhitungan sisa hasil
usaha.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 21

Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala

Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat meliputi:

a. warga Desa Muara Gula Baru nama Desa Muara Gula Baru ;

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat
menghambat tugas sebagai pengawas);

. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;

. berpendidikan minimal SMA /Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

. tidak pernah dinyatakan pailit;
tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha
dinyatakan pailit;

. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

.memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di
bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
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i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 22

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena

alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau
peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai pengawas;

e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

f. mengundurkan diri.

Pasal 23

Pengawas berwenang:

a.

bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM
Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa;

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM
Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu
dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan,
rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan
modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit
investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam
pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.



Pasal 24

Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan
terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM
Desa;menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa;

c. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha
BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;

d. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan
dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

e. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

f. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam
Musyawarah Desa.

Pasal 25

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
a. Gaji yang besarannya 2,5% dari omset perbulan.
b. Insentif akhir tahun yang besarannya 10% dari perhitungan sisa hasil usaha.

Pasal 26
Nama dan Jumlah Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes Sawah Bahu Muara

Gula Baru terdiri atas:
a. Pelaksana Operasional berjumlah 3 Orang

- Direktur : Sumadi

- Sekretaris : Joni Putra

- Bendahara : Sefti Juwita Dian Utama,S.Farm
b. Pengawas Bberjumlah 4 orang:

- Ketua : Ridwan Abidin

-  Wakil ketua : Samadi

- Sekretaris : Saryono

- Bendahara : Poetri Wahyu Ningsih,S.Pd.I



BAB V
MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 27

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 102.430.000,- (Seratus Dua Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 102.430.000,- (Seratus Dua
Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Uang senilai Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah);

b. Rangka Pakaian sejumlah 15 lokal dengan total nilai Rp.6.000.000,-
(Enam Juta Rupiah);

c. Molen sejumlah 1 unit dengan total nilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas
Juta Rupiah)

d. Tenda sejumlah 4 lokal dengan total nilai Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh
Delapan Juta Rupiah)

e. Plafon Tenda sejumlah 8 Lokal total nilai Rp. 31.780.000,- (Tiga Puluh
Satu Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Bagian Kedua
Aset

Pasal 28

(1) Aset BUM Desa bersumber dari:
a. penyertaan modal,
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala
dalam laporan keuangan.

Pasal 29

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 30

BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi
prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan

ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan
Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan
direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun
berturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya
oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 31

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai lebih dari
atau sama dengan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa.

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari
modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 32

BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kerja sama usaha; dan

b. kerja sama non-usaha.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa
serta para pihak yang bekerja sama.

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit
meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia
usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum
Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 33

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a
termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa
dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa
dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun
untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau
jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil
manfaat tertentu.

Pasal 34

Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)
BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa
kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan
bersama sumber daya.

Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama
sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau
penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 35

Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan modal
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari modal dilakukan
setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

Bentuk kerja sama usaha:
a. Sewa Menyewa pemanfaatan aset desa
b. Kerja sama pemanfaatan, bangun, guna serah asset desa dan/atau
c. Bangunan serah guna asset desa dilakukan setelah mendapat
persetujuan Musywarah Desa;
Bentuk kerja sama usaha:
a. Pengembangan fitur-fitur penunjang unit usaha dan jasa layanan
umum;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3

b. Pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat desa dan

UMKM;

c. Investasi dan kegiatan usaha dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada pasal 30 ayat (4);
dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf

b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan

penasihat dan pengawas.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 38
(1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat
pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan
semesteran dan laporan tahunan.
(3) Laporan semesteran sebagaimana diamksud pada ayat (2) disampaikan
kepada penasihat.
(4) Laporan semesteran dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 2
dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 39

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil
kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun

buku.
Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:

a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 55 % (Tiga Puluh Lima

per seratus);
b. Insentif kepada penasehat sebesar 10 % (sepuluh per seratus);

c. Insentif kepada pelaksana operasional sebesar 25 % (duah puluh lima per

seratus); dan
d. Insentif kepada pengawas sebesar 10 % (sepuluh per seratus);

) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dialokasikan untuk:



a. pendapatan asli Desa sebesar 35 % ( tiga puluh lima per seratus) yang
penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat
miskin, bantuan sosial;

b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa
yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 20 % (dua puluh per
seratus).

BAB IX
KERUGIAN
Pasal 40

(1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh
pengawas.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor
independen.

(3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam
pengelolaan BUM Desa, dapat dilakukan audit investigative atas perintah
Musyawarah Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB X
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDESA
Pasal 41

(1) Penghentian kegiatan Usaha BUMDesa merupakan penghentian seluruh
kegiatan operasional BUM Desa termasuk seluruh Usaha BUM Desa yang
dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah
Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(2) Keadaan tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
b. Mencemarkan Lingkungan;

c. Dinyatakan pailid; dan

d. Sebab lain yang sah.

(3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada hasil analisa investasi Usaha BUM Desa, penilaian
kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa.

(4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakuakan melalui penutupan Usaha BUM Desa.

(5) Penghentian kegiata Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta
atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa kepada
masing-masing penyerta modal dam kreditur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undagan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha sebagiamana
dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Rangga.



BAB XI
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Muara Gula Baru.

Ditetapkan di Muara Gula Baru
.pada tanggal 28 Juni 2021
KEPALA DESA MUARA GULA BARU,

IN, S.IP

Diundangkan di Kantor Desa Muara Gula Baru
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DESA MUARA GULA BARU,

RIDWAN ABIDIN

LEMBARAN DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 09



